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PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2025
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
menyatakan bahwa pelaksanaan Operasional Grand Design
Reformasi Birokrasi dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi
yang ditetapkan setiap S (lima) tahun sekali;

. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola

pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Road Map Reformasi
Birokrasi untuk jangka waktu & (lima} tahun pada lingkup
Pemerintah Kota Makassar sebagal dasar untuk melaksanakan
Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Makassar tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Makassar Tahun 2021-2025.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indunesia Tanun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
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17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG ROAD MAP REFORMASI

BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

L,

il

10.

kg

8.

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Makassar.

Kota adalah Kota Makassar.

Walikota adalah Walikota Makassar.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. :

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menye jahterakan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawal Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
Instansi Pemerintah.

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi,
dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektilitas dan
akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi

Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama $ (lima) tahun dari satu
tahapan ke tahapan selanjutnya lima tahun dengan sasaran per tahun yangjelas.
Tim Reformasi Birokrasi adalah wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan
untuk percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi di daerah.

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efiektif, efisien,
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
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BAB 11
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

(1) Road Map Reformasi Birckrasi Pemerintah Daerah merupakan Dokumen
Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025, Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang
berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2025.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan;
BAB [l Gambaran Birokrasi Reformasi Birokrasi;
BAB Il Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025; dan
BAB V Penutup.

(3) Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar 2021-2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

(4) Road Map Reformasi Birokrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi
sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi
Perangkat Daerah;

(5} Road Map Reformasi Birokrasi di Daerah dapat dilakukan perubahan dan
penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah,

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 April 2021

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD
M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR o4
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